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Abstrak— Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan sebuah analisis terhadap tingkat korupsi dalam sistem akrual pemerintahan 
daerah, yang merupakan hal ekstrim dan tanpa disadari telah mengorbankan kepentingan publik dan menumbuhkan budaya 
korupsi yang berkelanjutan. Studi ini mengkaji 11 artikel yang diperoleh melalui protokol scoping review dengan ruang lingkup 
korupsi dalam tatanan sistem akrual pemerintah daerah. Artikel diperoleh melalui database Scopus, yang dinilai telah mewakili 
selama kurun waktu satu dekade yaitu sejak tahun 2015-2025.  Temuan studi menjelaskan bahwasanya fokus masalah terhadap 
korupsi dalam sistem akrual sektor publik, khsusunya pemerintah daerah, telah menarik perhatian pemerintah bersama masyarakat 
untuk mengawasi dan mendukung berbagai kebijakan pemerintah daerah yang mampu menekan tumbuhnya korupsi dan merusak 
tatanan kepentingan publik. Terdapat 5 (lima) fokus masalah utama yang diteliti, yaitu kontekstual pelaporan keuangan, tata kelola, 
lingkungan eksternal, sistem audit pemerintah serta keputusan penganggaran publik. Namun menariknya dari sisi yang berbeda, 
seiring perkembangan daerah yang telah melakukan reformasi sistem akrual, justru telah memberikan kesempatan dan celah 
masuknya korupsi. Hal ini jelas akan menimbulkan kekhawatiran yang serius bagaimana sebaiknya langkah strategis yang harus 
ditempuh oleh pemerintah daerah dalam menghambat dan sekaligus menutup celah bagi aktor korupsi yang mampu berperan 
melalui skenario sistem akrual. Implikasi praktis: keberadaan aktor korupsi yang telah meluas dan mewabah dalam struktur 
pemerintahan, harus dibentengi melalui kebijakan yang ketat khususnya menyangkut masalah keuangan publik. Pemangku 
kepentingan harus menyadari bahwa aktor korupsi ada dalam tubuh sendiri, sehingga kebijakan yang dirancang ulang harus lebih 
transparan dan melibatkan publik sebagai pengawas. Pertimbangan terhadap kebijakan teknologi dalam mendeteksi terjadinya 
korupsi merupakan hal sangat penting untuk diterapkan. Originalitas: studi ini merupakan kajian khusus yang dilakukan terhadap 
dua hubungan ruang lingkup sekaligus yaitu korupsi dan sistem akrual, yang tidak hanya berhubungan dengan transparansi dan 
akuntabilitas, namun adanya nilai-nilai lainnya yang dipengaruhi oleh lingkungan eksternal, dan tanpa disadari justru berasal dari 
aktor dalam tubuh pemerintahan sendiri.  
Kata kunci— Scoping review, Tingkat korupsi, sistem akrual, dan aktor korupsi. 
. 
 
Abstract— This study aims to provide an analysis of the level of corruption in the local government accrual system, which is extreme 
and has unwittingly sacrificed the public interest and fostered a culture of ongoing corruption. This study examines 11 articles 
obtained through a scoping review protocol with the scope of corruption in the local government accrual system. Articles were 
obtained through the Scopus database, which is considered representative over a decade, from 2015-2025. The study findings explain 
that the focus on the problem of corruption in the public sector accrual system, especially local governments, has attracted the 
attention of the government and the public to monitor and support various local government policies that can suppress the growth of 
corruption and damage the public interest. There are 5 (five) main focus issues studied, namely the contextual financial reporting, 
governance, the external environment, the government audit system, and public budgeting decisions. However, interestingly from a 
different perspective, as the development of regions that have reformed the accrual system, it has actually provided opportunities and 
gaps for the entry of corruption. This clearly raises serious concerns about the strategic steps that local governments should take to 
hinder and simultaneously close the gaps for corrupt actors who are able to play a role through the accrual system scenario. Practical 
implications: the existence of corrupt actors that have spread and become endemic within the government structure, must be fortified 
through strict policies, especially regarding public finance issues. Stakeholders must realize that corrupt actors exist within the body 
itself, so that redesigned policies must be more transparent and involve the public as a supervisor. Consideration of technology 
policies in detecting corruption is very important to implement. Originality: This study is a special study conducted on two 
relationships at once, namely corruption and the accrual system, which are not only related to transparency and accountability, but 
also the existence of other values that are influenced by the external environment, and unknowingly actually originate from actors 
within the government itself. 

Keywords— Scoping review, level of corruption, accrual system, and actor of corruption. 
 

I. PENDAHULUAN 
I.1. Latar Belakang 

Permasalahan korupsi dalam konteks pemerintah, menjadi 
satu topik yang sangat mendunia untuk diselesaikan. Berbagai 

macam persoalan yang muncul seperti kelemahan institusi, 
ketimpangan kekuasaan, rendahnya akuntabilitas maupun 
kondisi politik yang tidak stabil [1], telah menyita perhatian 
publik sangat tinggi, dan bahkan fenomena tersebut sudah 
memasuki fase yang sangat serius dan mengancam 

mailto:1zulkarnaini@pnl.ac.id
mailto:mirna_indriani@usk.ac.id
mailto:hfahlevi@usk.ac.id


Proceeding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe    Vol.9 No.1 Maret 2026 | ISSN: 2598-3954 

 B-112 

keberlanjutan sistem operasional pemerintah. Perkembangan 
korupsi yang sangat masif saat ini, justru menjamur disaat 
hampir seluruh pemerintah di dunia mengadopsi sistem akrual 
dalam mengelola keuangan negara ([2]; [3]; [4]), karena 
sistem berbasis kas dianggap mudah terafiliasi terkait korupsi 
[5].  Konsep akrual yang sangat kuat dengan relevansi dan 
realiabilitas keuangan pemerintah, ternyata belum optimal 
membendung arus korupsi yang semakin merajalela, padahal 
disisi lain sistem akrual mampu menjamin transparansi dan 
akuntabilitas sistem pelaporan keuangan dan kinerja 
pemerintah [6]. Kondisi ini akan sangat berbahaya bagi 
pemerintah dalam mengendalikan sistem tata kelola keuangan 
negara, apabila tidak ditangani dengan serius melalui 
mekanisme yang terstruktur dengan cermat, cepat dan tepat. 
Apabila diperhatikan dengan seksama, maka dampak yang 
ditimbulkan sangatlah luas dan signifikan yang 
mengakibatkan menurunnya kepercayaan publik [7], dan pada 
akhirnya berdampak bagi penurunan kualitas pelayanan 
terhadap masyarakat. Dampak-dampak yang muncul sudah 
pasti tidak dapat dibiarkan dan harus dicarikan jalan keluarnya, 
sehingga dapat mengembalikan stabilitas bagi pemerintah 
untuk mewujudkan tata kelola yang lebih baik.  

Khususnya pemerintah daerah, praktik korupsi yang marak 
terjadi di berbagai negara ternyata telah melahirkan dampak 
multidimensi yang meliputi kontekstual terhadap hukum, 
ekonomi, sosial, politik maupun budaya ([8]; [9]; [10]; [11]). 
Dari sisi hukum, korupsi telah menggerogoti tatanan peradilan 
yang hampir setiap kasus menjadi sebuah tontonan publik atas 
ketidakseimbangan berbagai putusan dan sulit untuk dilawan 
([12]; [13]). Demikian pula halnya dari sisi ekonomi, dimana 
tingkat pemanfaatan sumber daya yang seharusnya sesuai, 
akhirnya menjadi tidak efektif dan efisien yang berujung pada 
ketidakstabilan skala perekonomian negara [14]. Persoalan 
sosial juga menjadi sasaran empuk dari efek korupsi yang 
berdampak pada kesenjangan taraf hidup masyarakat sehingga 
menurunkan kualitas dan harapan hidup ([15]; [16]). Sejalan 
dengan hal tersebut, dalam lingkup politik, korupsi juga telah 
menyusup dalam tubuh pemerintahan secara institusional, 
yang selanjutnya menimbulkan lemahnya legitimasi 
pemerintah di mata publik [17]. Begitu pula dalam konteks 
budaya, keberadaan korupsi telah mendorong prilaku yang 
tidak etis bagi pertumbuhan psikologi budaya, sehingga 
muncul stigma berkelanjutan yang saling menyerang antar 
masyarakat [18]. Keseluruhan dampak tersebut harus benar-
benar dijadikan sebagai dasar bagi pemerintah untuk 
memperbaiki sistem atau tata kelola secara masif dan 
terorganisir dengan baik melalui sistem atau praktik baik 
dalam memberantas korupsi.  

Pengelolaan dampak yang muncul dari tindakan korupsi 
haruslah dilaksanakan dengan basis komitmen dan konsisten 
oleh seluruh aktor yang ada dalam tubuh pemerintah daerah. 
Integritas yang kuat dan tindakan yang tegas dalam berbagai 
kasus yang ada, menjadi kunci utama dalam mencegah atau 
memberantas korupsi [19]. Semakin tinggi integritas bagi 
aktor atau aparatur pemerintah maka akan semakin rendah 
tingkat korupsi yang terus terjadi. Hal ini dapat dipastikan 
sistem pemerintahan akan berjalan baik secara komprehensif, 
dengan jaminan bahwa pola pengelolaan korupsi dapat 
dijadikan sebagai sebuah desakan kuat terhadap perubahan 
tata kelola sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah. 
Dalam hal ini, pemerintah wajib memastikan bagian-bagian 
mana saja yang sudah terafiliasi oleh korupsi, sehingga 
memudahkan langkah strategis yang akan diambil. 

Langkah-langkah strategis yang kongkrit telah banyak 
dilakukan oleh pemerintah seperti membentuk badan-badan 
formal negara yang dijadikan sebagai penghubung dalam 
melihat berbagai prilaku aktor korupsi (misalnya di Indonesia 
dikenal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi). Selain itu, 
bahkan masyarakat melalui lembaga-lembaga khusus yang 
independen baik tingkat lokal maupun internasional untuk 
mengawasi praktik korupsi, terus bertumbuh dan memberikan 
atensi yang sangat kuat (misalnya Transparency International). 
Keberadaan lembaga-lembaga tersebut sampai ke tingkat 
daerah, telah menjadi simbul perlawanan, penolakan sampai 
penghancuran bahwasanya korupsi tetap menjadi momok 
yang harus dibasmi dan dihabisi dengan menggunakan 
metode-metode tertentu melalui berbagai kebijakan, termasuk 
metode ilmiah yang mengedepankan riset.  

Studi terdahulu tentang korupsi sangat bervariasi dengan 
mengangkat objek permasalahan yang dinilai semakin 
berkembang, mulai dari pengamatan prilaku koruptor [18], 
strategi tindakan pencegahan [20], sampai kepada pengamatan 
terhadap berbagai objek korupsi ([21]; [3]; [22]). Hal-hal ini 
sudah pasti membutuhkan berbagai dukungan dari pemerintah 
sehingga output yang dihasilkan dari sebuah riset dapat 
dijadikan rekomendasi dalam bentuk berbagai kebijakan dan 
tindakan perbaikan. Oleh karena itu, pemahaman dan 
komitmen pemerintah wajib menjadi pondasi utama untuk 
menghasilkan sebuah keputusan yang tepat dan akurat 
bagaimana sebaiknya korupsi ditangani dan dikendalikan 
dengan lebih efektif. Barangkali dari sudut pandang politik 
yang identik dengan konsep kepemimpinan pemerintah, 
korupsi akan menjadi sesuatu yang “tidak akan pernah hilang”. 
Namun demikian, pemerintah harus memiliki sistem yang 
ampuh untuk membaca pergerakan korupsi, sehingga akar 
yang mulai tumbuh dapat memberikan sinyal kuat untuk 
ditekan dengan mudah dan tidak akan menyentuh permukaan 
tata kelola pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu, sangat 
beralasan apabila korupsi dijadikan sebagai musuh paling 
berbahaya dengan tindakan dan aksi perlawanan secara besar-
besaran dalam tubuh pemerintah.  
 
I.2. Sistem Akrual Pemerintah Daerah 

 Sistem akrual merupakan bagian dari sistem akuntansi 
keuangan pemerintah daerah yang mengacu pada peraturan 
International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) 
yang berada dibawah naungan International Federation of 
Accountants (IFAC). Lembaga ini bertanggungjawab dalam 
mengakselerasi peraturan akuntansi secara khusus bagi 
pemerintahan diseluruh dunia, dengan tujuan untuk 
mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas dan 
efisiensi sektor publik ([23]; [24]). Hal ini sangat sesuai 
dengan tuntutan publik yang menginginkan adanya 
perlawanan terhadap korupsi dalam mengamankan dan 
menjamin pengelolaan yang lebih baik terhadap dana publik. 
Namun bukti empiris menunjukkan bahwa dalam praktik atau 
implementasinya, sistem akrual telah menghasilkan 
pertentangan hasil riset baik antar negara maupun dalam satu 
negara [25]. Berbagai dampak positif maupun negatif dari 
adanya sistem akrual bagi pemerintah daerah yang berujung 
pada perdebatan ilmiah, namun tetap memiliki kerangka yang 
kuat dalam membuktikan berbagai pendapat. Di Indonesia, 
menurut [26], adopsi sistem akrual ditandai dengan 
berlakunya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah 
mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam 
sistem keuangan negara. Negara Hungaria, [27] menjelaskan 
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bahwa dampak positifnya adalah pemerintah daerah telah 
menemukan bahwa sistem akrual telah membantu pemerintah 
fokus pada kinerja dan efisiensi publik.  Demikian pula di 
negara Nigeria yang mendorong terciptanya transparansi dan 
akuntabilitas terhadap laporan keuangan pemerintah [6]. 
Lebih jauh lagi [23] menemukan bahwa negara-negara yang 
tergabung dalam OECD juga merasakan manfaat dari 
meningkatnya good governance bagi pemerintah. Demikian 
pula halnya di negara Pakistan, peneliti telah menemukan nilai 
positif terhadap perbaikan dalam sistem manajemen keuangan 
pemerintah daerah [28].  

Namun dalam konteks sisi negatif, peralihan sistem 
keuangan pemerintah daerah menjadi akrual juga telah 
dialami diberbagai negara didunia, diantaranya Indonesia, 
misalnya [29] juga menemukan bahwa perubahan sistem kas 
menjadi akrual ternyata belum mampu merubah kebiasaan 
pemerintah daerah, sehingga sistem akrual justru menjadi 
sebuah sistem yang terabaikan. Selanjutnya [30] juga 
menemukan bahwa Indonesia telah mengalami 
ketidakefisienan dalam lingkup sektor publik. Demikian pula 
halnya dengan negara Tanzania yang mengadopsi sistem 
akrual dan pada akhirnya hanya menjadi sebuah tontonan 
publik [31]. Bahkan di Jepang tingkat ekspektasi dari 
informasi keuangan pemerintah menjadi rendah [32], atau hal 
yang lebih membahayakan lagi terjadi di Yunani dan Italia 
yang telah membuka celah terjadinya prilaku earnings 
management dikalangan politisi dan pemerintah daerah [33].  

Hasil empiris yang telah dipaparkan di atas, membuktikan 
satu hal bahwasanya sistem akrual menjadi perhatian publik 
dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan keuangan 
dalam lingkup sektor publik, khususnya pemerintah daerah. 
Temuan-temuan tersebut telah membuka peluang bagi 
pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati dalam 
mengendalikan sistem keuangan yang pada dasarnya secara 
teoritis, sistem akrual mampu meningkatkan kinerja 
pemerintah daerah. Walaupun berbagai pendapat atau temuan 
yang inkonsisten satu sama lain, hal ini membuktikan bahwa 
pentingnya melihat permasalahan akrual dari berbagai sudut 
pandang. Pemerintah daerah perlu untuk lebih kreatif dan 
inovatif dalam meningkatkan pilihan keputusan yang lebih 
berkualitas dan dapat dijadikan sebagai dasar dalam 
mendorong terciptanya good governance yang bersih serta 
pelayanan publik terbaik.  
 

II. METODOLOGI PENELITIAN  
Studi ini merupakan sebuah kajian Scoping Review yang 

merupakan kajian terhadap berbagai studi mencakup area 
“korupsi pemerintahan daerah” yang saat ini banyak dihadapi 
oleh berbagai negara di dunia dalam lingkup sektor publik 
pemerintahan yang telah mengimplementasikan sistem akrual. 
Topik ini sangat menarik untuk diangkat, karena sejak 
berlakunya sistem akrual yang telah diadopsi hampir seluruh 
negara di dunia, justru masih banyak ditemukan prilaku aktor-
aktor korupsi yang sudah sangat meresahkan dan telah 
menggerogoti sistem tata kelola keuangan pemerintahan yang 
bersih.  

Dalam desain metodologi yang dibangun untuk 
memperoleh hasil atau kesimpulan dari kajian berbagai studi, 
maka studi ini menggunakan hanya database Scopus sebagai 
dasar penentuan berbagai studi terkait. Masa pengamatan dan 
kajian ditetapkan dari tahun 2015-2025 yang dianggap 
mewakili dari satu dekade terakhir implementasi sistem akrual 

yang mampu memberikan bentuk pola yang pasti dari sebuah 
pengamatan tindakan korupsi. Untuk memperoleh keyakinan 
yang memadai terhadai studi yang ditelaah, maka perlu 
diperhatikan protokol yang menjadi prosedur dalam 
menentukan jumlah studi yang dinilai sangat relevan dijadikan 
sebagai bahan kajian utama. Tabel 1 berikut menunjukkan 
protokol yang digunakan dalam studi ini.  
 
 
Tabel 1. Protokol Scoping Review 

No Keterangan Jumlah 
Artikel 

1 Kata kunci pencarian ‘corruption’ dalam judul 
artikel, abstrak, dan kata kunci 

53.764 

2 Tambah: AND ‘local government’ dalam judul 
artikel, abstrak, dan kata kunci 

978 

3 Pembatasan dalam menu “refine search” 
menggunakan kata ‘accrual’  

15 

4 Pembatasan tahun publikasi 2015-2025 13 
5 Pembatasan pada area ‘Business, Management and 

Accounting’  
12 

6 Spesifikasi jenis dokumen ‘article’, keterangan 
publikasi ‘final’, jenis sumber data ‘journal’, dan 
bahasa ‘English’ 

11 
 

7 Jumlah total artikel akhir yang diperoleh dan 
dianalisis 

11 

Sumber: Data diolah (Penulis: 2025) 
 

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah studi yang relevan 
untuk dikaji sebanyak 11 studi yang terdaftar dalam database 
Scopus. Studi yang akan dikaji meliputi hasil penelitian dari 
keseluruhan studi yang mengandung topik korupsi dalam 
lingkup sistem akuntansi akrual khususnya di pemerintah 
daerah dalam kurun waktu satu dekade. Konteks sistem akrual 
menjadi lingkup yang akan dijelaskan berikut ini terhadap 11 
studi yang diperoleh dalam rentang waktu 2015-2025.  
Mengacu pada hasil telaahan 11 artikel, maka secara umum 
konteks korupsi dalam kerangka sistem akrual menyoroti 5 
(lima) ruang lingkup permasalahan yang saling terhubung 
sebagai berikut: 
1. Kontekstual laporan keuangan; prilaku korupsi sangat 

mempengaruhi bagaimana pemerintah daerah menyusun 
laporan keuangan sebagai basis dalam 
mempertanggungjawabkan dana publik. 

2. Tata kelola pemerintahan; pengaruh korupsi sangat 
berdampak bagi tata kelola pemerintah daerah, dimana 
pemerintah harus melihat segala aspek yang 
memungkinkan dalam menutupi celah terjadinya korupsi 
mulai dari aspek administratif sampai aspek keuangan. 

3. Lingkungan eksternal; terdapat hubungan pemerintah 
daerah dengan lingkungan eksternal atau stakeholder 
yang berkepentingan secara langsung dalam berbagai hal 
melalui kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah 
daerah. 

4. Audit pemerintah daerah; salah satu bagian krusial 
yang sangat konsisten terhadap prilaku korupsi adalah 
audit pemerintah daerah. Tindakan ini sangat berdampak 
dalam mendeteksi dan menghambat para aktor korupsi 
dalam merencanakan tindakan negatif bagi keberlanjutan 
operasional pemerintah daerah. 

5. Keputusan anggaran; tindakan korupsi sangat 
mempengaruhi keputusan anggaran pemerintah daerah, 
karena celah atau peluang yang tinggi terjadinya korupsi 
pada saat penetapan awal anggaran dilaksanakan.  
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Dari 5 fokus utama dan 11 studi yang telah ditelaah di atas, 
maka dapat disimpulkan bahwasanya keterkaitan dengan 
permasalahan korupsi pada dasarnya telah mengakibatkan 
bebagai persoalan besar dalam konteks pemerintah daerah. 
Kondisi ini harus mendapat respon langsung dari pemerintah 
daerah dan publik untuk lebih meningkatkan pengawasan 
yang intensif serta mendorong pemerintah untuk menetapkan 
berbagai kebijakan yang berpotensi menutup celah atau 
menghambat terjadinya korupsi. 
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
III.1. Analisis Deskriptif 

Prosedur yang telah dibahas pada protokol perolehan 
database Scopus akan diperjelas kembali melalui analisis 
deskriptif bagian-bagian data yang memberikan gambaran 

secara utuh terhadap 11 studi yang akan ditelaah. Melalui 5 
(lima) fokus penting yang mewakili masing-masing studi, 
telah ditetapkan berdasarkan tahun sebaran studi (article by 
the year), kerangka teori (theorethical framework), sumber 
data (source of data), jenis metode penelitian (type of 
research), area negara (demographic area) dan artikel 
berdasarkan sitasi (Citation). Sebelum membahas lebih jauh 
masing-masing fokus studi, dapat dilihat rekapitulasi tabel 
studi yang menjadi pembahasan dalam studi ini. Pembagian 
fokus penelitian bervariasi dari setiap studi, bahkan terdapat 
satu studi yang melihat lebih dari satu lingkup masalah. 
Secara keseluruhan sebagaimana yang ditampilkan dalam 
Tabel 2 berikut: 
 
 

 
Tabel 2. Rekapitulasi Artikel Terpilih 

Peneliti/Publikasi Fokus  Hasil Penelitian Lingkup Masalah 
[34]/ 
Australian Accounting Review 

Transparansi dan 
akuntabilitas 

laporan 
keuangan 

Meskipun laporan keuangan menjadi lebih 
transparan, korupsi di tingkat pemerintah daerah 
masih tetap tinggi karena berbagai faktor, seperti 
lemahnya penegakan hukum dan kurangnya 
tindak lanjut atas temuan audit oleh aparat 
penegak hukum 

- Kontekstual laporan 
keuangan 

[35]/ 
Management Science 
 
 
 
 
 
[36]/ 
Journal of Accounting and Public 
Policy 
 
 
 
[37]/ 
Accounting 
 
 
[38]/ 
Public Money and Management 

Kampanye anti 
korupsi 

 
 
 

 
Budaya korupsi 

lokal dan kualitas 
akuntansi 

 
 

 
Pengambilan 

keputusan 
anggaran 
 

Reformasi NPM 
dan peran audit 

pemerintah 
 
 

Kampanye anti-korupsi meningkatkan efektivitas 
subsidi pemerintah dalam mendorong inovasi 
dengan mengalihkan alokasi subsidi dari praktik 
korupsi menuju penilaian berbasis merit, 
sehingga mendukung pertumbuhan inovasi yang 
lebih berkelanjutan di perusahaan-perusahaan 
China 
Korupsi memengaruhi kualitas akuntansi melalui 
budaya korupsi lokal yang membentuk insentif 
dan perilaku perusahaan dalam pelaporan 
keuangan. Penangkapan pejabat korup 
mengubah budaya ini dan mendorong 
peningkatan kualitas akuntansi. 
Memperkuat kepercayaan dan sistem 
pengambilan keputusan yang transparan dan 
kolektif sangat penting untuk mencegah korupsi 
dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah. 
Meskipun reformasi New Public Management 
(NPM) di Indonesia telah memberikan otonomi 
lebih besar kepada pemerintah daerah dan 
memperkuat peran Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK), reformasi tersebut belum berhasil 
meningkatkan akuntabilitas dan memberantas 
korupsi secara efektif. 

- Lingkungan eksternal 
 
 
 
 
 
 

- Lingkungan eksternal 
- Kontekstual laporan 

keuangan 
 
 
 

- Keputusan anggaran 
 
 
 

- Audit pemerintah 
daerah 

[39]/ 
Public and Municipal Finance 

Pengaruh 
penerapan NPM 

dan korupsi 

Desentralisasi fiskal efektif dan tidak memicu 
korupsi, perlu diimbangi dengan mekanisme 
pengawasan yang kuat seperti peningkatan 
kualitas pelaporan keuangan dan audit 
independen yang efektif. 

- Audit pemerintah 
daerah 

- Kontekstual laporan 
keuangan 

[40]/ 
Review of Quantitative Finance 
and  
Accounting 

Tingkat korupsi 
dan manajemen 
laba politik lokal 

Perusahaan yang beroperasi di daerah dengan 
tingkat korupsi politik lokal yang tinggi cenderung 
melakukan manajemen laba baik melalui 
manajemen akrual maupun manipulasi aktivitas 
nyata, seperti percepatan penjualan dan 
overproduksi. Selain itu, perusahaan di daerah 
korup memiliki kualitas laba yang lebih rendah, 
laba yang kurang persisten, dan lebih sering 
menggunakan akrual diskresioner baik untuk 
meningkatkan maupun menurunkan laba.  

- Lingkungan eksternal 
- Kontekstual laporan 

keuangan 

[41]/ Manfaat Implementasi akuntansi akrual yang belum - Kontekstual laporan 
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Peneliti/Publikasi Fokus  Hasil Penelitian Lingkup Masalah 
International Journal of Scientific 
and  
Technology Research 

informasi 
akuntansi 

berbasis akrual 

optimal dapat menyebabkan berbagai kasus 
korupsi dan penyimpangan, seperti pemindahan 
aset dan penyalahgunaan dana dalam pembelian 
aset pemerintah. Hal ini terjadi karena kualitas 
pelaporan keuangan yang rendah dan informasi 
akuntansi yang tidak digunakan secara efektif 
dalam pengambilan keputusan, yang sebagian 
disebabkan oleh keterbatasan kemampuan 
sumber daya manusia. 

keuangan 

[42]/ 
Accounting and Business Research 

Hubungan 
korupsi pejabat 
publik dengan 
keterbacaan 

laporan 
keuangan 

perusahaan 

Perusahaan yang berlokasi di daerah dengan 
tingkat korupsi politik yang lebih tinggi cenderung 
mengungkapkan laporan tahunan yang kurang 
mudah dibaca. Hal ini berlaku tanpa memandang 
kinerja perusahaan. Selain itu, perusahaan 
dengan manajer yang lebih mampu di daerah 
korup cenderung lebih mungkin untuk 
menyamarkan informasi dalam laporan tahunan 
mereka guna meminimalkan pengambilan rente 
oleh pejabat korup. 

- Lingkungan eksternal 

[26]/ 
International Journal of Financial 
Research 

Analisa hasil 
audit opini BPK 

Adanya peningkatan kualitas pelaporan keuangan 
pada lembaga pemerintah Indonesia selama 
periode 2012-2017. Hal ini ditandai dengan 
meningkatnya jumlah opini audit wajar tanpa 
pengecualian (unqualified opinion) dan 
menurunnya opini wajar dengan pengecualian 
atau disclaimer. Penelitian juga menemukan 
bahwa implementasi standar akuntansi 
pemerintahan dan pengawasan oleh BPK 
berkontribusi pada peningkatan transparansi dan 
akuntabilitas keuangan negara. 

- Audit pemerintah 
daerah 

[22]/ 
Review of Integrative Business and 
Economics Research 

Tata kelola 
pemerintah 

daerah 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
discretionary accruals (DA) memiliki pengaruh 
positif dan signifikan terhadap tingkat korupsi di 
pemerintah provinsi Indonesia. Artinya, semakin 
tinggi praktik discretionary accruals, semakin 
besar kemungkinan terjadinya korupsi. Hal ini 
karena DA digunakan untuk mengelola laporan 
keuangan yang dapat membuka peluang 
terjadinya kecurangan atau korupsi. Sebaliknya, 
transparansi dan akuntabilitas tidak terbukti 
secara empiris berpengaruh signifikan dalam 
mengurangi korupsi di tingkat pemerintah 
provinsi. 

- Tata kelola 
pemerintahan 

 

Total:  11 Artikel Terpilih    
Sumber: Data Diolah (Penulis: 2025) 
 
 
a. Tahun sebaran artikel 

Untuk melihat bagaimana perkembangan penelitian 
terhadap topik korupsi terkait sistem akuntansi akrual sejak 
tahun 2015-2025, maka sebaran studi dapat dibagi ke dalam 
periode 5 (lima) tahun. Hal ini akan memudahkan penulis 
dalam merangkum perkembangan penelitian terhadap topik 
korupsi terkait sistem akuntansi akrual. Grafik 1 berikut 
memperlihatkan sebaran studi selama rentang waktu tahun 
2015-2025. 

Grafik 1. Artikel Berdasarkan Tahun 

 
Berdasarkan Grafik 1 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah 

artikel yang dihasilkan dalam rentang waktu lima tahun, dapat 
dikatakan berimbang. Hal ini mengindikasikan bahwa minat 
peneliti terhadap topik korupsi dalam lingkup sistem akrual 
pemerintah daerah menjadi konsumsi publik yang dianggap 
cukup penting untuk kemajuan sistem keuangan daerah. 
 
b. Kerangka teoritis 

Menyangkut kerangka teoritis yang digunakan oleh 
peneliti, sangat beragam dan menunjukkan adanya kekayaan 
analisis dari berbagai sudut pandang serta permasalahan. Teori 
menjadi satu pondasi bagi peneliti dalam menjustifikasi alasan 
maupun pendapat yang dikemukakan sehingga sangat penting 
melihat kajian kerangka teoritis sebagai bagian dari kerangka 
berfikir dan penentuan hipotesis atau pertanyaan penelitian. 

2015-2020 2021-2025

6
5
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Grafik 2 berikut dapat dilihat variasi kerangka teori yang 
digunakan oleh peneliti. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafik 2. 
Kerangka Teoritis 
 
 

Melihat kerangka teori yang digunakan oleh peneliti, dapat 
disimpulkan bahwa terkait topik korupsi dalam lingkup sistem 
akrual, ternyata memiliki kerangka teori yang sangat 
bervariasi, bahkan dalam satu studi digunakan lebih dari satu 
kajian teori.  Walaupun teori korupsi lebih dominan atau 22% 
dibandingkan teori lain, namun sekitar 78% menunjukkan 
bahwasanya sudut pandang korupsi sangatlah luas dan 
memiliki dampak terhadap berbagai sisi dalam sistem 
pemerintah daerah. Hal ini menjadi bukti bahwa riset terhadap 
korupsi terafiliasi dengan berbagai permasalahan yang terjadi 
dalam sistem akuntansi atau keuangan pemerintah.  
 
c. Sumber data 

Sumber data yang diperoleh dari seluruh studi yang dikaji, 
sangat bervariasi tergantung dari metode penelitian yang 
digunakan. Sumber data tersebut terkait dengan bagaimana 
cara memperoleh data yang dilakukan oleh peneliti. Hal ini 
menjadi syarat dalam menyimpulkan hasil penelitian, 
sehingga kesimpulan yang dibangun tidak hanya sekedar 
narasi atau deskripsi tanpa ada bukti atau ukuran yang jelas. 
Dengan demikian sumber perolehan data dapat dijadikan 
sebagai indikator dari kekuatan hasil penelitian. Grafik 3 
berikut akan memperlihatkan sumber data yang diperoleh 
melalui berbagai pendekatan, sehingga sampai pada hasil 
penelitian yang diputuskan.  

Grafik 3. Sumber Data 

Berdasarkan Grafik 3, dapat dilihat bahwasanya sistem 
dokumentasi (7) merupakan pilihan data yang paling banyak 
digunakan oleh peneliti, yang kemudian diikuti oleh data 
sekunder (5). Hal ini menunjukkan bahwa topik korupsi 
sangat relevan diteliti melalui bukti dokumentasi atau data 
secara tertulis ataupun dokumen data yang tersedia untuk 
langsung dianalisis. Disamping hal tersebut, bukti empiris 
terkait korupsi dengan menggunakan data yang siap 
digunakan, menunjukkan bahwasanya prilaku korupsi identik 
dengan bukti tertulis yang mudah meninggalkan historis dan 
mudah untuk ditelusuri dalam sebuah sistem. Saat ini 
perkembangan teknologi menjadi pilihan yang tepat dalam 
menekan jumlah kasus atau tingkat korupsi dilingkungan 
pemerintah daerah.   
 
d. Jenis penelitian 

Jenis penelitian merupakan dasar penentuan bagi peneliti 
untuk menetapkan berbagai bentuk metodologi lainnya yang 
relevan. Metode penelitian akan menuntun peneliti untuk 
konsisten dalam menyampaikan hasil penelitian, dan 
kemudian membuat berbagai kesimpulan. Metode penelitian 
juga memberikan alur berfikir bagi peneliti dalam 
merumuskan berbagai justifikasi. Grafik 4 berikut 

menunjukkan adanya berbagai metode atau jenis penelitian 
yang digunakan. 

Grafik 4. Jenis Penelitian 
 

 
e. Demografis negara 
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Setiap negara memiliki area atau demografi yang berbeda-
beda baik dilihat dari sisi budaya, politik, hukum maupun 
sosial masyarakat. Kondisi ini jelas akan memberikan hasil 
yang berbeda-beda pula, sehingga hasil penelitian yang 
diperoleh secara terstruktur akan berpengaruh baik langsung 
maupun tidak langsung dengan faktor-faktor tersebut. 
Demikian halnya dengan pemerintahan yang banyak 
dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu di setiap negara, 
sehingga hasil penelitian juga harus menyesuaikan dengan 
kondisi yang ada. Hal ini justru menjadi sebuah “keunikan” 
tersendiri bagi setiap negara dalam memberantas korupsi 
melalui sistem akrual dalam keuangan negara. Grafik 5 
berikut memperlihatkan berbagai negara yang menjadi 
referensi lokasi penelitian terkait topik korupsi.  

Grafik 5 menunjukkan bahwa peminatan peneliti sangat 
tinggi di Indonesia dibandingkan dua negara lain dalam 
rentang waktu 2015-2025. Konteks negara menunjukkan 
bahwasanya kasus korupsi dapat dilihat dari pertumbuhan 
sebuah negara, seperti Indonesia yang masih tergolong negara 
sedang berkembang. Dari analisis jumlah kasus korupsi, 
ternyata jauh lebih tinggi di negara sedang berkembang 
dibandingkan negara maju. Hal ini disebabkan banyak hal, 
diantaranya penggunaan teknologi yang minim atau 
kemampuan sumber daya yang masih rendah, sehingga 
strategi atau teknik pendeteksi korupsi yang digunakan masih 
lemah dan terbatas.  
 
f. Jumlah sitasi artikel 

Pengaruh sitasi dari sebuah artikel sangat mempengaruhi 
kualitas artikel, dimana semakin banyak jumlah sitasi 
menunjukkan bahwa kualitas riset dalam artikel semakin 
tinggi sehingga dijadikan sumber rujukan bagi peneliti 
lainnya. Tabel 3 menunjukkan jumlah sitasi artikel dari yang 
paling tinggi. 

 
 
 
 
 
 
 

Grafik 5. Demografis Negara 
 

 
Tabel 3. Jumlah Sitasi Berdasarkan Artikel 

No Judul Peneliti Sitasi 
1 Corruption culture and accounting quality [36] 50 
2 The effect of local political corruption on earnings quality [40] 45 
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10 
 

11 

Anticorruption, Government Subsidies, and Innovation:  
Evidence from China 
Political corruption and annual report readability: evidence  
from the United States 
Examining the unintended outcomes of NPM reforms in  
Indonesia 
Evaluating the Implementation of a Mandatory Dual Reporting  
System: The Case of Indonesian Local Government 
New public management and corruption: Empirical evidence  
of local governments in Indonesia 
Usefulness analysis of accrual-based accounting information  
on local government financial statement: A qualitative study 
The Effect of Good Government Governance and Discretionary  
Accrual on the Level of Corruption in Indonesia's Local  
Government 
The role of budget decision making in mediating trust, social ties,  
cultural context and local government performance 
Analysis of audit opinion of financial statements from state  
institutions: Indonesia empirical study, period 2012-2017 
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 Total: 11 Artikel   
Sumber: Data Diolah (Penulis, 2025) 
 
III.2.  Temuan dan Diskusi 

Menurut [23] bahwa minat penelitian terhadap sistem 
akuntansi akrual masih tinggi dalam lingkup pemerintah 
daerah. Pendapat ini merupakan hasil empiris terkait sistem 
akrual secara umum, yang kemudian dapat dikaitkan dengan 

konteks korupsi yang saat ini masih terkait dengan titik 
kelemahan sistem keuangan pemerintah daerah ([22]; [4]; 
[43]). Berbagai tindakan dan prilaku menyangkut korupsi, 
telah mendorong turunnya kualitas sistem pemerintahan baik 
di tingkat pusat maupun daerah, serta telah merusak 

Indonesia China Amerika
Serikat

7

2 2
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kepercayaan publik dan tata kelola pemerintahan [19]. 
Pemerintah perlu menciptakan satu kerangka yang kokoh 
untuk membentuk satu kekuatan dalam melawan korupsi [44], 
serta menciptakan pemerintahan yang bersih dan sehat baik 
dalam pengelolaan administrasi ataupun sistem keuangan.  
 
a.  Kontekstual Laporan Keuangan 

Peran dari sebuah laporan keuangan berbasis akrual 
merupakan hal yang paling berpengaruh dalam menjelaskan 
terciptanya akuntabilitas dan transparansi bagi kinerja 
pemerintah daerah [6]. Sistem akuntansi akrual yang saat ini 
telah diadopsi oleh pemerintah daerah, menjadi satu bukti 
dalam rangka memperkuat dan menambah manfaat dari 
pentingnya laporan keuangan yang berkualitas tinggi sehingga 
membantu pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya 
korupsi ([39]; [3]). Dalam konteks akrual, laporan keuangan 
mampu menunjukkan sebuah kondisi informasi yang relevan 
dan reliabel, sehingga tingkat kepastian dan keandalan 
informasi dapat diperoleh dengan baik. Namun demikian, 
celah korupsi tetap masih tidak dapat dibendung dengan 
maksimal, karena terdapatnya kelemahan penegakan hukum 
dan kurangnya tindak lanjut atas temuan audit oleh aparat 
penegak hukum [34], atau adanya pemindahan aset dan 
penyalahgunaan dana dalam pembelian aset pemerintah [41]. 
Selanjutnya lebih jauh lagi menurut [34] bahwa tidak adanya 
lembaga pengawas independen juga telah melemahkan upaya 
pengawasan dan pemberantasan korupsi melalui pelaporan 
keuangan. Hal ini merupakan rahasia publik yang terus 
menerus menjadi isu korupsi dalam tatanan sistem pemerintah 
daerah, sehingga sangat perlu bagi pemerintah daerah untuk 
meningkatkan pengawasan yang kuat [39], dan 
mengupayakan berbagai langkah tepat dalam mendorong 
berfungsinga supremasi hukum maupun peran sumber daya 
manusia dalam sistem keuangan daerah.  

Disamping hal yang telah dijelaskan di atas, kontekstual 
laporan keuangan juga menyangkut hubungan pemerintah 
daerah dengan perusahaan yang menjadi partner dalam 
mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Aktor 
pemerintahan yang menjadi oknum korupsi, telah merusak 
sistem hubungan dan kerjasama keduanya. Hubungan yang 
terjadi antar pemerintah daerah dengan perusahaan, secara 
langsung sangat berdampak bagi kualitas informasi akuntansi 
perusahaan [36]. Hal ini ditandai oleh adanya pengaruh dari 
pejabat publik yang korup dan ditangkap, telah menanamkan 
budaya korupsi lokal yang mewabah [36], yang kemudian 
berdampak bagi tindakan perusahaan terhadap kapasitas 
mereka dalam melaksanakan operasional. Dengan demikian 
perusahaan harus bertindak hati-hati dalam berhubungan 
dengan pejabat publik yang korup serta menghindari pengaruh 
budaya korupsi yang mereka ciptakan, sehingga pada 
akhirnya dapat meningkatkan kualitas laporan 
keuangan perusahaan, serta menjaga hubungan baik 
dengan pemerintah daerah. 
 
b. Tata Kelola Pemerintahan 

Korupsi sangat kuat berpengaruh secara langsung terhadap 
tata kelola pemerintahan, walaupun disisi lain reformasi 
sistem akrual merupakan pendekatan untuk menerapkan 
prinsip-prinsip pemerintahan yang baik [45].  Berdasarkan 
bukti empiris dari hasil riset terdahulu ditemukan bahwa 
kebijakan agresif terhadap nilai akrual (discretionary accruals) 
pada pemerintah daerah, telah memperlebar celah korupsi [22]. 
Lebih jauh lagi menurut [22], kondisi ini justru memperburuk 

pengaruh akuntabilitas maupun transparansi terhadap celah 
korupsi yang terjadi.  

Dapat disimpulkan bahwasanya peluang melakukan 
kebijakan terhadap akrual, harus dilakukan secara terbuka, 
sehingga tidak menimbulkan kecurigaan publik akan 
terjadinya penyimpangan anggaran yang direncanakan. Publik 
harus mengawasi kondisi ini untuk memastikan bahwa setiap 
kebijakan pemerintah daerah, telah menggunakan dasar 
keputusan yang tepat bagi pelayanan publik. Oleh karena itu 
sangat penting mengendalikan tata kelola pemerintahan 
melalui sistem akrual dengan cara-cara yang lebih transparan 
dan akuntabel. Hal ini akan mendorong lahirnya fungsi dari 
sistem akrual untuk mencapai tingkat kinerja pemerintah 
daerah yang optimal atas dasar perencanaan anggaran yang 
sesuai [46].  
 
c. Lingkungan Eksternal 

Terkait dengan topik korupsi dalam lingkup sistem akrual 
pemerintah daerah, tidak dapat dipungkiri bahwasanya sistem 
tersebut tidak dapat berdiri sendiri, atau dengan kata lain 
pemerintah daerah membutuhkan akses dengan pihak 
eksternal atau stakeholder dalam mengendalikan keuangan 
daerah untuk memajukan daerah dan meningkatkan 
kesejahteraan publik. Bentuk akses yang dilakukan oleh 
pemerintah adalah melalui hubungan kerjasama yang saling 
mutualisme untuk mendukung program daerah, salah satunya 
adalah program subsidi riset untuk meningkatkan inovasi bagi 
perusahaan [35]. Setelah diteliti lebih jauh, ternyata [35] 
menemukan terjadi penurunan kualitas terhadap program 
subsidi yang dilakukan oleh pejabat daerah yang 
berwewenang. Kondisi ini sangat jelas berpengaruh terhadap 
hasil subsidi yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas 
program yang berdampak bagi kemajuan daerah. Kebijakan 
yang diambil oleh pemerintah Tiongkok adalah memecat dan 
memberikan sanksi hukum bagi pejabat yang telah melakukan 
korupsi terhadap dana subsidi tersebut, dan hasilnya sangat 
berpengaruh terhadap peningkatan kualitas riset dan inovasi 
yang dikembangkan oleh perusahaan.  Selain itu, pemerintah 
terus menggalakkan program kampanye antikorupsi serta 
memberikan insentif karir bagi pejabat yang menangani 
program subsidi dengan baik.  

Selain itu, prilaku korupsi yang dimiliki oleh pejabat 
publik di Cina, telah mempengaruhi perusahaan melalui cara-
cara yang dilakukan dalam operasional maupun pembiayaan 
perusahaan [36]. Hal ini terjadi akibat adanya desakan pejabat 
yang korup terhadap ruang lingkup perusahaan yang 
beroperasi dan dampak dari kebijakan yang ditetapkan oleh 
pemerintah daerah. Prilaku pejabat publik yang menjadi 
budaya korupsi lokal, turut mempengaruhi keuangan 
perusahaan dan berdampak pada kualitas laporan keuangan. 
Menurut [40] di Amerika Serikat, perusahaan yang beroperasi 
di daerah dengan tingkat korupsi politik lokal yang tinggi 
cenderung melakukan manajemen laba baik melalui 
manajemen akrual maupun manipulasi aktivitas nyata, seperti 
percepatan penjualan dan overproduksi. Dapat dipastikan 
bahwa secara langsung prilaku korupsi pejabat daerah 
berkorelasi langsung dengan penurunan kualitas laporan 
keuangan perusahaan. Bahkan di negara maju seperti Amerika 
Serikat, perusahaan yang terkontaminasi dengan tingkat 
korupsi politik yang tinggi cenderung menyamarkan informasi 
dalam laporan keuangan [42]. Dengan demikian, hubungan 
kerjasama yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah 
dengan perusahaan, harus dibatasi melalui kebijakan 
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pemerintah daerah yang tidak merugikan perusahaan, 
terutama harus mengakomodir efeknya terhadap kesejahteraan 
publik. Pemerintah dapat mengatur atau mengendalikan 
perusahaan sepanjang tidak mernyimpng dari aturan publik, 
serta dapat menyusun kebijakan anti korupsi untuk 
membendung meluasnya tingkat korupsi di kalangan pejabat 
publik. 
 
d. Audit Pemerintah Daerah 

Tindak lanjut hasil audit dan jumlah temuan audit 
merupakan dua hal yang harus dievaluasi dalam rangka 
mendorong kinerja bersih keuangan pemerintah daerah, 
terutama terkait permasalahan korupsi. Reformasi sistem 
akrual yang berlandaskan pada New Public management 
(NPM) diharapkan mampu meningkatkan nilai-nilai 
transparansi dan akuntabilitas kinerja untuk meningkatkan 
pelayanan publik.  Namun faktanya, di Indonesia bahwa 
otonomi luas yang tercermin dari praktik NPM justru belum 
mampu meningkatkan transparansi dan pemberantasan 
korupsi secara efektif [38]. Malahan desentralisasi fiskal 
justru telah menciptakan celah korupsi dan bahkan cenderung 
mendorong prilaku korupsi secara berkelanjutan [39]. Lebih 
lanjut [38] menjelaskan bahwasanya warisan yang 
ditinggalkan oleh rezim Soeharto berupa ekologi budaya 
birokrasi telah menghambat reformasi sistem akrual 
pemerintah. 

Peran audit dalam hal ini sangatlah penting, karena banyak 
terdapat daerah yang masih belum melakukan perbaikan 
terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK). Keadaan ini harus 
ditindaklanjuti melalui komitmen pemerintah daerah dalam 
memperkuat posisi audit, dengan cara salah satunya 
membentuk mekanisme pengawasan yang kuat seperti 
peningkatan audit independen yang efektif [39]. Selain itu 
juga dibutuhkan perbaikan lebih lanjut dalam pengendalian 
internal, kepatuhan regulasi, dan pengelolaan keuangan untuk 
meningkatkan akuntabilitas dan mencegah potensi korupsi 
[26].  
 
e. Keputusan Anggaran 

Pentingnya sistem akrual bagi pemerintah daerah, salah 
satunya dapat dijadikan alat untuk mencegah terjadinya 
korupsi yang dimulai dari saat penyusunan dan penetapan 
anggaran. Kesempatan atau celah korupsi disusupi melalui 
adanya keputusan anggaran yang lebih ditujukan pada sistem 
berbasis kas. Oleh karena itu diperlukan pengendalian yang 
baik melalui implementasi sistem akrual. Namun faktanya, 
bukti empiris menjelaskan bahwa sistem akrual yang 
ditujukan untuk mengawasi keputusan anggaran, masih harus 
diperkuat oleh adanya kepercayaan publik terhadap pimpinan 
atau pejabat serta adanya sistem pengambilan keputusan yang 
transparan dan bersifat kolektif [37]. Dari proses pengambilan 
keputusan anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah 
daerah, publik berharap akan memperoleh sejumlah program 
yang ditujukan untuk kesejahteraan, baik dalam jangka 
pendek maupun keberlanjutan program dalam jangka panjang. 

 
IV. KESIMPULAN  

Proses pencegahan, pengawasan, sampai kepada 
pemberantasan korupsi, harus dilakukan oleh pemerintah 
daerah secara bersamaan melalui implementasi sistem akrual 
yang lebih terstruktur dan dinamis. Berbagai bentuk kendala 
maupun tantangan untuk menghadapi aktor-aktor korupsi, 

sangatlah mudah dilakukan sepanjang menggunakan strategi 
yang cukup dan berkelanjutan, serta memperkuat berbagai 
sistem secara internal. Pemerintah daerah harus memiliki 
komitmen dan konsistensi yang tinggi untuk meningkatkan 
nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas yang harus dijelaskan 
ke publik. Melalui adanya tata kelola pemerintahan yang baik, 
pengelolaan keuangan daerah, harmonisasi hubungan 
mutualisme dengan stakeholder, menjaga profesionalisme 
sistem audit, sampai kepada transparansinya keputusan 
anggaran yang dibuat, akan sangat membantu pemerintah 
daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.  

Pemerintah daerah harus mewaspadai setiap tindakan 
aparatur yang dinilai akan membahayakan kepentingan publik. 
Apabila terdapat kendala atau hambatan dalam mengendalikan 
korupsi, maka perlu dirancang ulang skenario yang lebih 
canggih dan tepat untuk mencegah sistematika korupsi 
memasuki roh transparansi maupun akuntabilitas. Dengan 
demikian nilai dari sebuah reformasi sistem akrual, akan 
mendapat tempat sebagai pilar perubahan untuk menghadang 
korupsi yang sistemik dalam jaringan aktor yang sudah 
profesional. 
 

V. KETERBATASAN DAN  
PENELITIAN BERIKUTNYA 

Keterbatasan penelitian terletak hanya pada rentang waktu 
2015-2025. Dengan demikian dapat dipastikan bagi penelitian 
berikutnya agar menambah waktu studi agar dapat mengcover 
isu atau fokus penelitian yang lebih luas dari berbagai sudut 
pandang. Penelitian berikutnya agar dapat mengeksplorasi 
lebih jauh setiap faktor-faktor yang ada pada setiap 
permasalahan atau fokus masalah yang diangkat dengan 
mengkaji berbagai jenis sektor publik lainnya. Melalui 
perluasan kajian, peran akuntansi akrual dapat diukur lebih 
variatif yang mampu mendorong terciptanya informasi 
keuangan yang lebih unik namun tetap relevan dan reliabel.  

Penelitian selanjutnya harus memahami dengan baik 
dimana fungsi pemerintahan tidak hanya sekedar sebagai 
regulator namun dapat bertindak sebagai motor dalam 
hubungannya dengan perusahaan dan stakeholder lainnya. 
Pemerintah membutuhkan kerjasama yang lebih baik dengan 
seluruh pihak eksternal untuk mendorong berjalannya 
kebijakan sistem akrual secara komprehensif, agar menutup 
celah korupsi dari kedua belah pihak. Dengan demikian 
diperlukan adanya berbagai instrumen pihak eksternal yang 
memungkinkan sebagai peluang bagi pemerintah untuk 
mengembangkan sistem akrual dan kebijakan untuk mampu 
mendeteksi dan mencegah korupsi.  

Penelitian ini juga berkontribusi bagi perkembangan 
sistem akrual paling reformis dalam literatur keuangan sektor 
publik. Melalui hasil penelitian ini, diharapkan pemerintah 
atau pemangku kepentingan dapat merancang ulang regulasi 
terkait korupsi dan sistem akrual melalui hasil-hasil riset yang 
bersifat dinamis dan aplikatif, terutama pengembangan sistem 
pendeteksian melalui teknologi untuk mengawasi tindakan 
dan prilaku korupsi yang mampu berperan dalam jaringan 
aktor dengan skenario sistem akrual. 
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